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RAPAT-AnsgotaDPRDKarangasetnsa"r*""ltl?iili
rapot paripurno d.i ged.ung d.ewan, Kamis hemarin.

Aml_apura @aliPost)_-
Harapan Pemkab Karan-

gasem agar PDAM bisa
berkontribusi terhadap PAD
(Pendapatan Asli Daerah)
tampaknya masih sulit tere-
alisasi. Sebab, cakupan pe-
layanan PDAM Karangasem
masih jauh dari ideal. Caku-
pan pelayanan administrasi
baru 38,20 persen, sedangkan
cakupan pelayanan teknis
baru 46,87 persen.

Demikian terungkap da-
lam pendapat akhir Fraksi
Gerindra DPRD Karangas-
em, dalam rapat paripurna,
]fu m i s (6/8) kemarin. .Laporan
gabungan komisi yang diba-
cakan I Nyoman Mardana
W., S.T., terhadap laporan
Fraksi Gerindra, menyatakan
sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri no-
mor 690/477lSJ tertanggal 18
Februari 2009, PDAM yang
cakupan pelayanannya belum
mencapai 80 persen, masih
dibebaskan dari kewajiban-
nya melakukan setoran laba
bersih pada PAD.

Dalam hasil audit kinerja
PDAM tahun 2014, r'ealisasi
cakupan pelayanan adminis-
trasi dan teknis, masih jauh
dari SE tersebut. Oleh karena
itu, dengan penyertaan modal
kepada PDAM sebesar Rp 2,4
miliar tahun ini yang sudah
disetujui DPRD Karangasem,
agar mampu dimaksimalkan
PDAM Karangasem. Pen-

Cakupan Pelgypnan Rendah

PDAM Belum
Mampu Setor PAD

gelola PDAM diminta mampu
membuat rancangan target
dan penambahan penyertaan
modal tersebut, agar di ta-
hun 2020 dapat mencapai pe-
Layanan 80 persen. Sehingga.
pa.!a tahun berikutny.i dipat
melakukan penyetoian laba
bersih pada PAD.

'?DAM Karangasem narus
mampu meningkatkan kuan-
titas, h*tli6.. dan kapasitas
pelayanan air minum kepada
masyaiakat," katanya. Se-

dangkan, Fraksi NasDem da-
liam catatannya, mehyatakan
perlu adanya kajian mengenai
perimbangan laba 5'ang telah
disetorkan kas daerah dengan
besaran modal yang hams di-
sertakan. Sehingga. memberi-
kan kontribusi kesejahteraan
ke sektor-sektor lain pada
masyarakat Karangaiem.
Sedangkan, Fraksi Demokrat
meminta Dint PDAM Karan-
gasem mampu meningkatkan
cakupan pelayanan. Penyer-
taan modal ini sebagai upaya
untuk meningkatkan investasi
Pemkab Karangasem.

Penambahan modal diper-
lukan PDAM Karangasem
untuk memperkuat struk-
tur permodalan, agar PDAM
mampu meningkatkan caku-
pan pelayanan untuk tercapa-
inya MDG's 80 persen. Dirut
PDAM Karangasem Gede T.
Baktiyasa, sebelumnya men-
gakui pelayanan air bersih
masih di bawah 80 pgMrr.

PDAM masih kesulitan men-
jangkau masyarakat di sejum-
lah kecamatan, khususnva
di wilayah pegunungan din
perbukitan seperti Kecamatan
Kubu. Rendang bagian atas,
dan Sidemen.

Tahun ini, pelavanan
PDAM baru m-enjangkau
sekitar 29 ribu rumah terse-
bar di seluruh kecamatan.
Sehingga, untuk menambah
jumlah pelayanan, sambun-
gan rumah diupayakan akan
terus ditambah setiap tahun.
Tahun ini, PDAM Karan-
gasem menerima penyertaan
modal dari pemerintah daerah
sebesar Rp 2,4 miliar.Aoggu-
ran itu, kata Baktivasa bakd
digunakan untu[ program
MBR Masyarakat Berpeng-
hasilan Rendah). Penvertaan
modal itu akan d.ieunakan
untuk pembangunin 1.000
SR (Sambungan Rumah) di
Kecamatan Abang dan Karan-
gasem. (kmb31)
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Digelontqr Rp 254 Jut4 hingga ftp t Miliar Lebih per Desa

Pengelolaan Dana Desa
Rawara Penyimpan:garl.

Gianyaf (Bali Post) -
Dengan diberlakukan-

nya Undang-undang No-
mor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa, aliran dana
yang bakal dikelola pihak
desa akan semakin be-
sar. Sekjen Kenrenterian
Keuangan RI Dr. Hadiyan-
to mengatakan, total dana
desa yang dianggarkan
pada tahun 201,5 sebesar
Rp 20,766 triliun. Densan
jumlah tersebut, musi-ns-
masing desa sedikitnyl
akan menerima dana desa
sebesar Rp 254 juta. Jum-
lah tersebut akan naik
sebesar 11 persen pada
tahun 2016. "Sehingga
dana yang akan diterima
desa nantinya rata-rata
Rp 1,4 miliar per desa.
Namun, dana tersebut
akan digelontor ke desa
secara bertahap," katanya
saat sosialisasi Kebijakan
Dana Desa yang dilang-
sungkan di Balai Budaya
Gianyar, Kamis (6/8) ke-
marrn.

Realisasi penyaluran
dana desa tahap I sampai
sekarang telah mencapai
Rp 8,173 triliun kepada
433 kabupaten/kota pen-
erima dana desa. Jumlah
ini setara dengan 98,408
persen dari alokasi dana
desa yang seharusnya
disalurkan pada tahap I
yakni Rp 8,306 triliun.

Menurutnya, dana un-
tuk desa tersebut terbil-
ang cukup besar sehingga
diperlukan kehati-hatian
dalam pengelolaan. Ter-
lebih lagi sesuai PP No. 22
Tahun 2015, penggunaan
dana desa diprioritaskan
untuk pembangunan in-

DANA DESA - Sosialisasi Kebijoha" Dr*";";;";i::;
yang d.igelar di Balai Bud.aya Gianyor, Kanis (6/8)
hemarin.

frastruktur dan pember-
dayaan masyarakat. Maka
dari itu, Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) dan Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Desa (APBDes) meru-
pakan kunci desa dalam
mengakses dana tersebut.
Setiap desa diharapkan
sudah menerapkan APB-
Des dan menyiapkan SDM
yang memadai dalam men-
gelola dana.

Hal senada juga diung-
kapkan anggota Komisi XI
DPR-RI I Gusti Agung Rai
Wirajaya. Menurutnya,
kemampuan desa dalam
mengelola anggaran ter-
lebih lagi dalam jumlah
besar, masih terbaras.
Kalau dana desa diberi-
kan secara gelondongan,
dikhawatirkan banyak
terjadi penyimpangan.

Apalagi mengingat ke-
mampuan SDM pemerin-
tahan desa yang belum
merata. Maka dari itu.
pemerintahan desa perlu
diarahkan terlebih dulu
mengenai tata kelola pe-
merintahan yang baik.

Persoalan lainnya juga
menyangkut ketatnya
aturan dan pengawasan
dana desa. Pihaknya kha-
watir, banyak pimpinan
pemerintahan desa merasa
takut bermasalah dengan
hukum sehingga enggan
berinovasi. Maka dari itu,
pembinaan kepada aparat
pemerintahan desa secara
intensif dan berkelanju-
tan sangatlah diperlukan.
"Kami tidak mau terjadi
banyak kepala desa yang
tersandung masalah ga-
ra-gara mengelola dana
desa," katanya. (kmb25)
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Disdik Evaluasi Proyek
Kolam Renang di Pidada
Singaraja (Bali Post) -
_ Sesuai kontrak, proyek ko-
lam renang bertaraf interna-
sional di Jalan Pidada. Kelu-
11han- Banyuasri, Singaraja
diserahterimakan 10 fuustus
2015 ini. Mendekati ierah
.lerip.a pekerjaan itu, piha\
Panitia Penerima Hasil Feker-
jaan @PHP) melakukan evalu-
asi proyek tersebut, Jumat
(7/8) ini.

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTIO Dinas pen. ,

$ldikan (Disdik) Buleteng I
Made Astika ketikd di-intai
konfi rmasi Kamis (6/8) kemarin
mengatakan, pelaksana prryek
telah menuntaskan pekbrjian
kolam renang untuk uenue
Pekan Olahraga Provinsi (por-
prov) Bali )ilI tahun 201b den.
gan persentase penyelesaian
hrngga seratus persen. Sesrai
klntrak, pelaksana proyek
a ks n msnyslahkan peke{aan-
lya itu Senin (10/8) pekan
depan. Sebelum serah lerima

pekerjaan itu, pihaknya bersa-
ma tim akan melalrukan evalu-
asi kembali terhadap seluruh
item pekerjaan di proyek ber-
nilai milial4 rupiah tersebut.
"Kami akan turunbersama tim
untu-k mengevaluasi, sebelL m
nantinya proyek itu kita terjma
dari rekanan," tegasnva.

Menurut Astika, 
-evaluasi

dilakukan untuk memasti-
kan. persentase pekerjaan dan
Kualrtas masrng-masing item
pekerjaan. Dengan evaluasi
tahap akhir ini akan diketahui
apakah pekerjaan itu sudah
sesuai dengan spesifikasi yang
tertuang dalam kontrak kerJa.
_ Dihqungi terpisah, Kepila
Dinas Kebersihan dan Per-
tamanan (DKP) Buleleng I
Nyoman Genep mengatakin,
untuk melengkapi areal kolam
renang, DKP telah menyiap-
kan sejumlah bibit tanaman
hias. Bibit tanaman hias ini
rencananya akan ditanam di
sekitar areal kolam. (kmb38)
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Dewan
Soroti BLntuan
Desa Pakraman

Belum Cair
Kadisbud: Ceir 9 Aggstus

Denpasar (Bali Post) -
npnO Bali kembafi ttr"ttyo"oti belum cairnya dan? bantuan untuk desa pakraman,

subak, dan subak abian. tt^t it.t disampaikan Ketua Fraksi PD! P91uq19a1' I-Nyorya-n
iarta,'dalam Rapat Kerja Dewan bersama eksekutif membahas RAPBD Perubahan 2015'
Xr-ii (6/8) kemarin. Fraksi pimpinannya tidak melihat alasan substansial maupun
aturan yang menghalangi proses pencairan dana tersebut'

"Kalau 2014, bahkan bisa
cair bulan April. Sebelumnya
juga seperti itu, tetapi kenapa
tahun 2015 ini sampai sekarang
dana itu belum cair. Bolak-balik
bendesa kita, bolak}alik klian,
pekaseh subak kita tetapi ini
tidak selesai," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Parta,
informasi yang didapatnya dari
Kepala BPMPD Bali dan Karo
Keuangan justru mengatakan
dana itu pada prinsipnya sudah
bisa dicairkan. Alhasil, dirinya
mempertanyakal di r11na letak

persoalan sebenarny:r. Mengin-
gat. keterlambatan pencairan
akan sangat mengganggu proses
pertanggungjawaban yang dilak-
sanakan di lapangan.'Khususnya
menyangkut tentang biaya pasra-
man budi pekerti. Kalau dana
pasraman misalnya sarnpai bulan
September baru cair, tentu dana
itu tidak akan bisa dimanfaatkan
dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Pandan-
gan Umum Fraksi PDI-P, kata
Parta, juga telah mengingatkan
Gubernur Bali untuk mencermati

kinerja Kepala Dinas Kebudayaan
Bali dan stafnya yang dinilai
lemah dan tidak cekatan.

Kepala Dinas Kebudayaan
Bali, Dewa Putu Beratha, be-
ralasan, dana lrantuan tak bisa
segera cair lantaran terbit Per-
mendagri No.113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan
Desa pada, 31 Desember 2O1'4.
Pihaknya harus mengurus su-
rat ke Mendagri untuk mem-
inta fatwa agar BaIi diberikan
kekhususan dengan tetap melak-
sanakan Permendagri No.37

Tahun 2011.
"Suratfatwa baru kita terima di

Bali di atas tanggal20 Mei. Tetapi
untu-k mencairkan dana ini tidak
cukup hanya dengan swat fatwa.
Perlu koordinasi dengan beberapa
SKPD, perlu ada SK yang dis-
elesaikan oleh Biro Hukum. juga
perlu ada koordinasi dengan desa
adat, bendesa, perbekel," ujarnya.

Beratha menambahkan, so-
sialisasi syarat pencairan dana
bantuan dengan bendesa dan
perbekel di seluruh Bali baru
selesai dilakukan 22 Juni lalu.
Di bulan Juli, pihaknya kembali
terganjal dengan libur hari raya.
Itu sebabnya, dana bantuan baru
bisa dicairkan di bulan Agustus,
tepatnya tanggal 9 nanti.

'Tadi dikatalan perbekel, bend-
esa bolak-balik sebenarnya dalam

kaitan untuk memperbaiki ad-
ministrasi pencairan yang masih
salah," jelasnya. Beratha menegas-
kan, dana bantuan baru bisa dic-
airkan bila desa pakraman, subak,
dan subak abian telah mengajukan
pmposal dan memenuhi kelengka-
pan adninistrasi lainnya.

Hanya, saat ini, jumlah proposal
yang masuk temyata masih jauh
dari harapan. Peneri.ma BI(K ter-
catat 606 desa/perbekel, 1.386 desa
pakraman, 1.438 subak, dan 1.092
subak abian. Sdangkan proposal
yang m asuk hanya 47 dari desa/per'
bekel, 106 dari desa pakramaq 100
dari subak, dan 83 dari subak abian.
Tahun ini, masing-masing desa
palraman mendapat bantuan Rp
200 juta" sementara masing-masing
subak dan subak abian mendapat
Rp spjula, (knb32)
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Kelola Darla Cukup'Besar

Kemampuan SDM Aparatur

Desa Perlu Ditingkatkan
Denpasar (Bali Post) -

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin
besar. Bahkan, desa mulai mendapat anggaran yang
cukup besar melalui pos alokasi dana desa. Karena itu,
peningkatan kemampuan aparatur desa dalam men'
gelolJkeuangan yang ada, perlu menjafi perhatian
Jem.ta pihak. Dilhawatirkan, bila salah'-mengelola,
akan menjadi bumerang bagi aparat desa bersalgku-
tan. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra DPRD
Denpasar I Ketut Budiarta, Kamis (6/8) kemarin'

T-ahun ini, Denpasar mengalokasikan dana yang
cukup besar untuk desa sebagaimana dalam APBD
Perubahan. Tingginya bantuan keuangan desa
vane dialokasikan Pemkot Denpasar melalui APBD
i'uribuhun 2015, mendapat perhatian serius Fraksi'
Gerindra DPRD Kota Denpasar. Terutama, terkait
tata cara pengelolaan dan pertanggungiawaban dana
vane cukup besar tersebut.'fSalah satunya, masalah
k"--r*pnit sumber daya manusia (SDM) aparatur
desa perlu mendapat perhatian Pemkot Denpasar.
Caranya, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan
serta memberikan petunjuk yang jelas tentang
pertanggungjawaban keuangan desa, sehing-ga di
i<emudian hari para aparat desa tidak terjerat dalam
kasus hukum," kata Budiarta.

Dikatakannya, bantuan keuangan desa memang
untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
Namun karena nilainya c-ukup tinggi, sehingga
pengelolaannya perlu mendapat perhatian' Terlebih,
selama ini pihaknya juga banyak menerima keluhan
dari aparal desa tentang tata cara pengelolaan dan
pertanggungjawaban dana tersebut.- 

Terfait dengan penurunan pendapatan di sektor
pajak daerah dari Rp 523,9 miliar lebih +enjadi Rp
-52b,4 

miliar atau turun sekitar Rp 3,5 miliar, Gerin-
dra minta agar Pemkot Denpasar mencari terobosan
cerdas dalam rangka meningkatkan pendapatan
pajak daerah. Terlebih, kini adanya perda-tentang
BpHfn dan penataan reklame, sehingga jelas akan
mempengaruhi pendapatan daerah.

Di samping hdl itu, Gerindra juga menyoroti
masih maiaknya pelanggaran jalur hijau di Kota
Denpasar. Menyikapi hal ini, pihaknya minta kete-
gasan SKPD terkait dalam menindak pelanggaran
iesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.
"sedangkan untuk langkah antisipasi, kami harap-
kan para pengawas lapangan harus benar-benar
diberdayakan," katanya. (kmb12)

Edisi

Hal
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Pansus Pertanyakan

Revisi

Perda Retribusi Tower
Manfupura (Bali Post) -

Rbvisi Perda 5 Tahun 2013 oleh eksekutif, menjadi
pertanyaan di kalangan Pansus Retribusi Tower
DPRD Badung. Sebab, revisi aturan tentang retri-
busi pengendalian menara telekomunikasi di Kabu-
paten Badung ini, dinilai janggal. Sekertaris Pansus
Retribusi Tower, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra
mengatakan, yang menjadi pertanyaan pansus ada-
lah rerzisi yang hanya dilakukan pada satu suku kata
saja, yakni kata "atas".

Kat:r ini, menurutnya, Apalagi, sekarang sudah ada
ditambah pada Pasal 8 ayat putusan MK terbaru, per-
2direvisiRanperdatersebut. lukah ranperda ini dibahas
"Hal ini perlu kami tanya- lagi," ungkap Nadi Putra
kan keyrada pihak eksekutif. saat ditemui, Kamis (6/8)

kemarin.
Guna menyikapi per-

masalah tersdbut, Pansus
Retribusi Tower DPRD Ba-
dung mery!&ar rapat intern.
Dari rapat intern tersebut,
muncul berbagai pertanyaan
terhadap pengajuan revisi
tersebut oleh pihak eksekutif.
"Kami mempertanyakan, apa
dasar pengajuan ranperda
ini dan hanya satu pasal saja
yang mesti diganti yakni
Pasal 8," sebutnya.

Guna membahas usulan
ini, pihak pansus akan men-
gundang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Badung untuk
yapat kerja dengan elegis-
ldtif. "Kami akan panggil
mereka untuk menjelaskan
semuanya," tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala

Dinas Perhubungan, Komu-
nikasi dan Informasi Ka-
bupaten Badung, Wayan
Weda Darmaja yang dimintai
konfirmasi, Kamis kemarin
membenarkan telah men-
gajukan ranperda tersebut.
Namun, dalam waktu dekat
ini pihaknya akan melakukan
pencabutan pembahasan ran-
perda itu.

Dijelaskannya. dari in-
formasi yang terbaru, Mah-
kamah Konstitusi (MK)
mengabulkan sekaligus
menghapus penjelasan
Pasal 124 UU No. 28 Tahun
2009 tentang PaJak Daerah
dan Retribusi Daerah (UU.
PDRD) terkait tarif retri-
busi pengendalian menara
telekomunikasi maksimal
dua persen dari nilai jual ob-
jek pajak (NJOP). (kmb27)
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Pemkab Gianyar Desak
Dikeluarkan Juknis

Gianyar (Bali Post) -
Aliran dana yang dikel-

ola desa semakin besar
sehingga menirnbulkan
keraguan dan kekhawati-
ran terjadinya penyimPan-
gan dalam pengelolaan'
nya. Kekhawatiran itu
juga dirasakan di Kabu'
paten Gianyar. Nlaka dari
itu, baik Pemkab Gianyar
maupun Forum Perbekel/
Lurah menilai, pedoman
atau petunjuk teknis yang
jelas dalam mengelola
dana desa merupakan
kebutuhan yang sangat
mendesak saat ini.

"Mengingat begitu be-
sarnya dana yang dikucur-
kan pemerintah pusat ke
desa. diperlukan adanYa
pemahaman dan pedoman
teknis yang jelas. UpaYa
ini mendesak untuk di-
Iakukan sehingga kePala
desa bersama perang-
kat pelaksana lainnYa
tidak lagi takut atauPun
ragu merealisasikannya
khususnya kekhawatiran
mereka terjerat kasus
hukum," ujar Asisten I
Setda GianYar Cokorda
Rai Widiarsa PemaYun,
di Balai Budaya GianYar,
Kamis (6/8) kemarin.

Menurutnya, perangkat
desa masih menemui ken-
dala terutama masalah
pengalokasian ddna. Pen-
galokasian dana harus
segera dipertegas melalui
pedoman teknis yang jelas.
Apalagi sampai sekarang
belum semua kepala desa
memahami masalah inr.

Tersedianyri aturan
yang jelas akan menghil-
angkan keraguan dan pe-
nyelewengan penggunaan
anggaran yang dilakukan
kepala desa. Dengan be-
gitu, pelaksanaan pem-
bangunan di desa bisa
dilaksanakan secara cepat
sesuai dengan aturan dan
terhindar dari permasalah-
an hukum. Pedonlan teknis

tang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Gianyar. Pada
awal Mei 2015, dana yang
sudah di8elontorf an.ke
masrng-masrng reKenrng
desa di Gianyar sebesar
Rp 7,666 miliar. Total dana
seterusnya akan digelontor
dalam tiga tahap. TahaP I
sebesar 40 persen, tahap
II sebesar 40 persen, dan
terakhir 20 persen.

Hal senada juga diung-
kapkan Ketua Forum Per-
bekel/Lurah Kabupaten
Gianyar I Gusti Ngurah
Gede Susila. Pihaknya
merasa yakin dana desa
bisa diserap dan dioP-
timalkan penggunaan-
nya. Hanya, pihaknYa
berharap ada regulasi
dan aturan yang jelas
dalam pengelola4nnya.
"Kami hanya perlu aturan
dan petunjuk teknis yang
jelas dalam pengelolaan
dana tersebut. Sedangkan
untuk masalah kekuran-
gan SDM di tingkat desa,
bisa dioptimalkan dengan
melaksanakan berbagai
pelatihan dan bimtek se-
suai aturan yang ada,"
katanya. (kmb25)

yang jelas juga bakal men-
jadi motivasi bagi aparatur
desa dalam mereilcanakan,
mengelola dan mengawasi
penggunaan dana desa.

Cok Rai Widiarsa me-
maparkan, dana desa yang
bersumber dari APBN un-
tuk Kabupaten GianYar
pada tahun anggaran 2015
mencapai Rp 19.166 miliar
untuk digelontorkan kePa-
da 64 desa. Pendistribusi-
annya diatur melalui Per-
bup No. 43 tahu4 2015 ten-

Edisi

Hal
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Pj, Bupati Arda Cek Rongsokan Obat
Amlapura (Bali Post) -

Penjaba! Bupati Karan-
gasem, Ida Bagus Ngurah
Arda, Kamis (6/8) kemarin,
mengecek bau menyengat
rongsokan bekas obat-oba-
tan pascaterbakar di tempat
penimbunannyd di Terminal
Karangsokong, iKarangasem.
Arda mengatakan, rongsokan
bekas obat itu perlu segera
dipindahkan sehingga tak
mengganggu lingkungan.

Rongsokan bekas obat-
obatan itu selama ini dike-
luhkan para pedagang Pasar
Karangsokong karena baunya
yang menyengat. Diduga bau
menyengat di antaranya dari

alkohol yang banyak di rong-
sokan itu.

Kabag Humas dan Protokol
Setdakab Karangasem Made
.Suparta mengatakan, terkait
perintah Pj. Bupati untuk me-
nanyakan Lagi izin memindah-
kanobat rongsokan itu, sudah
ditindaklanjuti. Soalnya, saat
mengecek rongsokan obat itu,
Pj. Bupati didampingi Kadi-
shub Damkarl Wayan Sutapa,
Kadikes dr. IGM'Tirtayana,
serta Kadis Kebersihan dan
Pertamanan Made Suama.

Di lain pihak, Kadiskes
Karangasem dr. IGM Tir-
tayana mengatakan, setelah
pihaknya menanyakan soal

permohonan izin melalui surat
per 4 Agustus untuk memind-
ahkan rongsokan obat itu, Ka-
polres menyampaikan Jumat
(7/8) ini, gundukan rongsokan
obat itu bakal diratakan. Beri-
kutnya, langsung dibuang ke
tempat pembuangan akhir
sampai di Linggasana.

Suparta asal Sukawati,
Gianyar itu mengatakan, yang
dikhawatirkan Pj. Bupati,
kalau sampai lama rongsokan
itu dibiarkan ditimbun di ter-
minal itu, selain dikeluhkan
pedagang karena mengganggu
lingkungan, juga dalam waktu
dekat ini Pemkab Karangasem
bakal dinilai tim lomba waha-

na tata nugraha (WTN). Tim
penilai biasanya menanyakan
whrga di sekitar terminal,
apakah mereka nyaman atau
b_a$a!n6 na? "Kalau rongsokan

obat itu lama di terminal itu,
kami khawatirkan lingkungan
warga di sekitarnya terganggu
dengan bau menyengat," kata
Suparta.

Diberitakan sebelumnYa,
rongsokan obat itu dipindah-
kan dari gudang farmasi Dis-
kes Karangasem yang dua kali
berturut-turut terbakar. Keba-

karan pertama terjadi Jumat
(3 1/7) sore, menghanguskan-
seluruh obat dan gudang far'
masi. Kerugian ditaksir seki-
tar Rp 3,5 miliar. (013)
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Proyek Drainase

Rekanan Terancam
Di-"blacklist"
Negara (Bali Post) -

Rekanan pelaksana penger-
jaan drainase dan trotoar di
Melaya terancam di-black-
list. Kendati masa kontrak
peugerjaan sudah selesai
sebulan lebih, namun reka-
nan diberikan waktu penger-
jaan hingga 50 hari. Kamis
(6/8) kemarin merupakan
batas akhir pengerjaan. Dan
bila hari ini belum rampung,
maka rekanan asal Jawa
Timur itu akan di-blachlist
dan sisa pengerjaan akan
dirampungkan rekanan lain'.

Ketua Komisi C DPRD Jem-
brana Ida Bagus Susrama
ditemui kemarin Fnengatakan,
komisi telah menerima laporan
terkait pengerjaan drainase
yang terlambat tersebut. 'Kita
sempat p^nggtl PU, apa yang
akan dilakukan. Dan rekanan
diberikan tambahan waktu
hingga 50 hari, tetapi pinalti
tetap ja!an," terangnya. De-
wan asal Pendem ini menilai
penambahan waktu tersebut
merupakan Lebijakan dinas
yang menaungi', namun apabila
hingga batas waktu tidak ram-
pung, harus il-blacHi"st.

Konsekuensinya, rekanan
yang mengerjakan tidak boleh
lagi mengerjakan proyek terse-
but. Jaminan diambil untuk
negara dan dibayar sesuai hasil
yang dikerjakan. "Kalau ada

yang kurang, misalnya hanya
90 persen, ya dibayar sebesar
pengerjaan itu saja," tandasnya
didamping anggota Komisi C
Nyoman Renteb. Dewan men-
gaku akan turun mengecek
apabila hal tersebut memang
belum rampung.

Sementara itu, dari informa-
si hingga kemarin pengerjaan
masih berlangsung. Sejatinya.
sesuai kontrak, CV Istana Mas
dari ProbolinSCo ini diberil<an
waktu hingga t7 Juni lalu. Na-
mun, Pemkab Jembrana mem-
herikan perpanjangan waktu 50
hari agar prnyek tersebut bisa
rampung. Selama perpanjan-
gan waktu ini, rekanan tetap
di.kenai denda 1/1.000 dari nilai
kontrak per harinya.

Pengerjaan dengan kon-
trak nomor 14 PPK-drainase/
SDA/III/2O15 itu senilai Rp
565.703.000. Rekanan ini juga
diketahui mengerjakan jenis
pekerjaan yang sama di Desa
Pekutatan Namun nilainya leb-
ih kecil, yakni Rp 312.388.000.
Saat itu. pengerjaan drainase
menuju T?I Pekutatan itu sem-
pat belum dikerjakan hingga
hampir sebulan, kendati waktu
pengerjaan sudah dimulai.
Pengerjaannya pun hampir ber-
samaan dengan proyek serupa
di Melaya. Tetapi untungnya,
pengerjaan di Pekutatan itu
sudah rampung. (kmb26)
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Puluhan Juta Bantuan Dikucurkfun

Subak Pacung Tak Pernah Kebagian
Gianyar (Bali Post) -

Puluhan juta rupiah kini
disalurkan pemerintah Provinsi
Bali untuk kesejahteraan subak
di sembil,an kabupaten. Namun,
bantuan tensebut ternyata tidak
meng-couer semua subak di
Kabupaten Gianyar. Salah satu
subak yang tidak me,rasakan
manisnya banttr,an tersebut
adalah Subak Pacung, di Ban-
jar Uma Dawa Desa Pejeng
Kangrn, Tampaksiring.

Hal ini diungkapkan Peka-
seh Subak Pacung, Desa Pejeng
Kangin, IWayanTaman. Dika-
takannya, setiap tahun semtta
subak di Desa Pejeng Kangrn
memperoleh bantuan rrrtin dari

!"eI"! 9gy11d3n Pgmnrov

BaIi. "Kalau subak yang lain
di Desa Pejeng Kqngin dulu
dapat bantuan Rp 20 juta per
tahun dari Dinas Provinsi, ka-
Iau sekarang katanya bantuan
sampai Rp 50 juta. Sementara
kami di Subak Pacuns dari
dulu sampai sekarang, ."p"""t
pun tidak pernah memperoleh
bantuan dari pemerintah, baik
pemkab atau pemprov," keluh-
nya Kamis (6/8) kemarin.

Dikatakannya, kondisi
ini sempat dipertanyakan
di Dinas Kebudayaan Ka-
bupaten Gianyar. Hasilnya,
dari ratusan subak yang ada
di Gianyar ternyata subak
Pacung tidak tercatat di Dis-
bud. "Saya sendiri sudah ke

Disbud menanyakan hal ini,
tapi dari data yang ditunjuk-
kan ternyata nama subak
kami tidak ada. sehingga
mereka (Dinas Kebudayaan,
red) tidak pernah memberikan
bantuan," ungkapnya seraya
mengatakan, subaknya hanya
rutin menerima bantuan pu-
puk dari PPL Pejeng Kangin.
"Inilah yang sampai sekarang
kami tidak mengerti. Kalau
bantuan pupuk dari lPL Pe-
jengKangin nama subdk kami
ada. sehingga rutin meridapat
bantuan seperti pupuk poska,
organic, dan urea. Sementara
bantuan tunai dari pemprov
atau pemkab sama sekali
tidu@

-

Sementara Kepala Dinas
Kebudayaan Kabupaten Gi-
anyar, I Gusti Ngurah Wijana,
mengatakan pihaknya akan
melakukan pengecekan kem-
bali terhadap subak tersebut.
"Bantuan ini didasarkan pada
kepemilikan SK Gubernur
tentang verifikasi subak, ber-
dasarkan pendataan subak.
Kalau tidak tercouer berarti
nama subak tersebut memang
tidak ada dalam SK. Sehingga
kalau tidak tercatat ya, tidak
bisa mendapat bantuan. Ka-
lau ini mendapat bantuan
kan bisa jadi temuan nanti.
Tapi terkait Subak Pacung
ini akan kami cek dulu," ucap
Wijana.,(kmb35)
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Rapat Paripurna

DPRD Setujui Dua Ranperda
SETELAHmelewatipros- SKPD Karangasem. Dalam menyarankan agar PDAM

esyangalot,DPRDKarangas- laporan gabungp.n komisi menambah sambungan air
em aklirnya menyetujui-dua lFnl yang dibaiitan I Nyo- bersihle pedesaan, sehingga
ranperda dari tiga ranperda, -an Marlana Wimbawa, kebutuhan masyarak_at-mis'
untuk disahkan menjadi per- mengatakan ketiga ranperda kin terhadap air bersih dapat
da dalam rapat paripurna di tersebut sebelumnya telah terlayanr. 

.

Gedung npnn Kurangasem, disampai\an Bupati Karan- Demikiarl juga pendqr-
KamiJ(6/8) kemarin. Dua gasem pada rapa{ paripurna at akhir fraksi dari Fraksi
ranperdaitu,antaralainRan- DPRD, 23 .luni lalu. Kemu- PDI-P, Demokrat, Gerin-
perda, tentang Pertanggung- dian telah mendapat pemba- dra, NasDem, dan Fraksr
jawaban Pela*ksanaan-ApSb bq.gl o_lgh gabungan komisi Bhineka. Fraksi Demokrat
Tdhun2014danPenambahan DPRD Karangasem dengan memberikan catatan, piu-
PenyertaanModalDaerahke- Pemkab Karangasem. - tang retrib-usi yang terjadi
paditleUXarangasem.Se- Mardana menya-mpaikan selama tahun 2013, agar
dangkan satu Ranperda lagi, kembali -lata-r belak4nC p9- tidak terulang lagi. tahun
teniang Penyertaan Modil nyampaikan ketiga ranperda depan. "Dinas terkait yang
Daera[ kepida Perseroan tersebut, kemudian penda- me.tlbidangi,,agar membuat
Terbatas (FT) Karangasem pat akhir masing-masing langkah-langkah,antisipasi,"
Sejahtera,ditolakempatfrak- fraksi. Kedua ranperda di kata Mardana. Sementara,
si dari enam fraksi ai lpnO atas disetujui menjadi perda FraksiGerindramenekankan
Karangasem dengan beberapa cltatan agar s_e_g_al-a temuan-dalam au-

Rapit paripurna dipimpin oleh setiap -fraksi. Fraksi dit BPK dalam pelaksanaan
Ketui OPftD Karangas-em Golkar, memberikancqtatqn anggaran tahun 2014, yang
I Nengah Sumardi. dihadiri agar penerimaan APBD ke rnenghasilkan opini Wajar
Penjabiat Bupati Karangasem rnasing-masing kecamatan 491gu-tt P-engecualian, segera
Ida- Bagus-Ngurah Arda, dilakukan pemerataan. Aset- ditindaklanjuti. Sehingga,
Forum 

"Koordlnasi Pimpi- aset sekolah yang masih menjadi dasar pertimbangan
nan Daerah Karangase-m, bermasalah agar segera dis- dalam pelaksan-aan APBD
pimpinandananggotiDPRD elesaikan. .Sementara un- tahun-tahun berikutny_a, un-
iiu""tt jur"- a"ir i rr "tr" - _-t9\ PDAM".Ftalisi.'Golkar tuk mendapatkan opini Wajar

TANDA TANGANI DOKUMEN - Ketu a DPRD karango&
em Nengah Surnard,i menand.atongani d.ohunen penge-
sahan dua ranperd.a menjod.i perda bereoma Penjobot
Bupati Karangosern.

Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan menyimak penda-

pat akhir fraksi itu, akhirnya
diputuskan mengesahkan dua
ranperda. Sementara, satu
ranperda lagi diminta tidak
diajukan lagi karena sudah
tidak disetujui. Di pihak lain,
Penjabat Bupati Karangasem
Ida Bagrrs Ngurah Arda, me-
nyampaikan penghargaan
terhadap lembaga DPRD

Karangasem, yang sudah
bekerja keras melakuk*n
pembahasan terhadap ketiga
ranperda yang telah diajukan
eksekutif. Namun, ia ber-
harap agar ranperda tentang
penyertaan modal daerah
kepada perseroan terbatas
(PT) Karangasem Sejahtera,
ke depan dapat dilanjptkan
pembahasannya di lefrbaga
dewan. (ad492) ;
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Damkar Rp 264 Juta
Mangupura (Bali Post) -

Pengadaan pakaian Di-
nas Pemadam Kebakaran
@amkar) Kabupaten Badung
menelan dana yang tidak
sedikit. Nilai pagu proyek
seperti terpampang di unit
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), tercarar
Rp 264juta Iebih dengan nilai
harga perkiraan sendti (HPS)
Rp 252 juta lebih.

Kepala Dinas Damkar Ba-
dung I Gst. Nyoman Adnyana
saat dimintai konfirmasi, mem-
benarkan prihal pengadaan
seragam dinas tersebut. Dia -
menyebutkan, pernbagian pak-
aian dinas hanya untuk para
PNS saja, sedangkan untuk
pegawai dengan status kon-
trak akan diupal'akan secara
bertahap tahun depan. "Tahun

ini untu-k kalangan PNS dulu,
kuranglebih 150 pegawai. Un-
tuk yang kontrak, akan kami
upayakan bertahap," ungkap
Nyoman Adnyana, KamislO/gJ
kemarin.

Menurutnya, pengadaan
ini berdasarkan kebutuhan
pegawai, dan berharap pen-
gadaan berikutnya bisa men-
cakup karyawan kontrak.'Mu-
dah-mudahan tahun depan
secara bertahap bisa dilakulan
pengadaan (pakaian dinas,
red) untuk pegawai kontrak,"
ucapnya.

Selain pengadaan seragam,
pantan Kepala Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah
@PBD) Badung ini juga beren-
cana membangun UPT Baru
untuk pos pemadam keba-
karan. Berdasarkan skenario

dari pemetaan wilayah Badune
Utara dan Badung Seldtan,
akan dibangun du-a. lagi pos
pemadam tahun 2016 menda-
tang.'Mudah-mudahan tidak
ada halangan, tahun depan
bisa terealsasi. Dari petunjuk
pimpinan, dua pos yang nanti
akan dibangu4 satu di kawasan
Abiansemal dan satu lagi di ka-
wasan Kuta," jelasnya.

Dengan tambahan pos pe-
madam tersebut, diharapkan
kerja seluruh personel dalam
menjalankan tugasnya seba-
gai penjinak apabila terjadi
musibah kebakaran, dapat leb-
ih maksimal. "Sementara su-
dah idealrMeski begitu, tidak
menutup kemungkinan perlu
tambahan personel lagi bila pos
pemadam baru selesai diban-
gun," pungkasnya. (kmb27)

Seragam Baru PNS


